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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman Wajib Pajak pelaku
UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, (2) Pengetahuan
Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, (3) Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem
perpajakan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Wajib Pajak yang
terdaftar di Kecamatan Medan Barat. Metode pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah teknik sampling jenuh berjumlah 15 Wajib Pajak yang
terdaftar di Kecamatan Medan Barat. Data dikumpulkan dengan cara wawancara
dan dokumentasi yang berada di Kecamatan Medan Barat. Teknik analisis data
dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwasanya sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi
tidak tahu dan tidak paham mengenai PP NO. 46 Tahun 2013 dan sebagian hanya
mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya
begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan
memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan
peraturan tentang tarif UMKM dan minimnya sosialisasi dari pihak aperatur pajak
untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak sehingga rendahnya
pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM
adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan
sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan
laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Sony
Warsono et al., 2010:5). UMKM tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah,
hingga pertumbuhannya mengalami kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan
dari terpaan krisis global. Selain itu, UMKM juga memegang peranan yang cukup
signifikan dalam perekonomian karena UMKM menyumbang penyerapan tenaga
kerja, meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan
nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Pelaku UMKM menempati bagian
terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan,
peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia jasa (Yulia Astiani.,
2017).
Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang
dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha
Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp. 300.000.000
setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp.
300.000.000 s/d Rp. 2.500.000.000 setahun dan Usaha Menengah yakni usaha
yang mempunyai peredaran bruto >Rp. 2.500.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000
setahun.
2Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor
pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan
untuk mengoptimalisasi pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai
melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima
perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini. Celah kebocoran dari
permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan masih belum
pulih dari akuntabilitas dan transparansi. Inilah salah satu yang mendorong agar
UMKM dikenakan tarif pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha
dibawah Rp. 4.800.000.000 setahun (Isroah, 2013).
Menurut Direktorat Peraturan Perpajakan (2013: 1) Pajak penghasilan
(PPh) merupakan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan. Subjek pajak
penghasilan salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sama seperti badan usaha lainnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
memilki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atas penghasilan.
Sehubungan dengan tarif pajak, Direktorat Jendral Pajak yang mewakili
Pemerintah menerapkan sebuah peraturan yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2018
yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas pendapatan yang
didapat oleh penanggung pajak yang mempunyai peredaran bruto khusus yakni
pendapatan yang belum dikurangi atas biaya yaitu berjumlah tidak lebih
4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun akan terkena tarif pajak 0,5% (Agung
Julianto).
Keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tak
banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM (Masyrafina & Budi,
2018). Sebelumnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang cukup mengejutkan
3pada 1 Juli 2013 dengan menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Peraturan tersebut
dituangkan dalam PP 46 tahun 2013 yang dinilai sebagai bentuk penindasan
pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan perhitungan PPh terhadap
pengusaha kecil. Penyederhanaan perhitungan PPh hanya merupakan kata
pemanis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini
termarjinalkan menjadi korban (Yusuf, 2013b).
Pemahaman perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang
harus dimiliki oleh Wajib Pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu
tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Ketika tingkat
pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan
mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami et
al, 2012).
Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang
masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pahaman wajib pajak mengenai
perpajakan akan membuat sistem self assessment berjalan sesuai tujuan Direktorat
Jendral Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak
sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat
pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih
mudah memahami ketentuan dan peraturan perudang-undangan di bidang
perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan
tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak
melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk
kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib
4pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman
mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Rustiyaningsih: 2011).
Salah satu fungsi pajak ialah fungsi budgetair, yang berfungsi untuk
mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak
sebagai fungsi budgetair, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan
kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan
sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian
Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak (WP) harus
memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan
pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus
memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang
ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu
sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas
pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan
yang cukup mengenai keempat hal tersebut di atas, maka semua ketentuaan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak
(Ekawati dan Endro, 2008).
Dari hasil penelitian dari Eunike Jacklyn Susilo dkk megenai pemahaman
Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak
UKM menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah
No.46 Tahun 2013 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian besar wajib pajak belum
5mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya. Penelitian
lain dilakukan oleh Hendri (2018) mengenai Implementasi Sosialisasi Peraturan
Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
menyatakan bahwa implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah
dalam hal ini KPP belum maksimal. Sementara penelitian kebijakan insentif pajak
bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Rafika Sari (2018)
menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan
diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk
semakin mendorong perkembangan sektor UMKM.
Tabel I.1
Hasil Wawancara
No UMKM Tarif 1% Tarif 0,5%
1. Ipat Textil  -
2. Siti Chadijah kerajinan  -
3. Isas kuliner - -
4. Soraya kerajinan - -
5. Lindawati kuliner x x
6. Leni Marlina kerajinan x x
7. Mardiana kerajinan x x
8. Susi Noviani kuliner x x
9. Suryati kuliner x x
Berdasarkan dari tabel 1 hasil wawancara penulis terhadap pelaku UMKM
yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang dilakukan dengan cara wawancara
6langsung sebanyak 9 (sembilan) responden Wajib Pajak UMKM, ditemukan 4
(empat) orang responden dari 9 (sembilan) responden yang menjawa, 2 responden
menyatakan bahwa mengetahui adanya peraturan pemerintah dengan tarif 1% dan
2 responden belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah tentang tarif
UMKM dan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara
perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan
pajak, dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya
pelaku UMKM tidak wajib dipaksa untuk membayar pajak. Selama ini, mereka
harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang
mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif yang
ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak
perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1%
dari omset saja. Namun 2 responden beranggapan bahwa pengenaan pajak
terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pelaku UMKM
dikarenakan omset belum tentu mengalami keuntungan. Jika ternyata mereka
mengalami kerugian dan harus membayar pajak pula, hal ini akan memberatkan
para wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM akan membayar pajak
apabila mengalami keuntungan saja. Semua Wajib Pajak pelaku UMKM
menjelaskan bahwa belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah
tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun 2018.
Konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu
(2010: 141), beberapa indikator yang menjadi tolak ukur wajib pajak untuk
mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai
7ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang sistem
perpajakan di Indonesia. Wajib Pajak dikatakan paham apabila mengetahui
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketika sudah memahami
ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka Wajib Pajak juga memahami
tentang sistem perpajakan di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang pemahaman wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini
dikhususkan bagi wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan
Barat. Penelitian ini berjudul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku
UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi
permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM belum mengetahui adanya
Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM.
2. Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM beranggapan bahwa
pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil
bagi pelaku UMKM.
3. Semua Wajib Pajak pelaku UMKM belum mengetahui adanya perubahan
Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Terhadap Peraturan
Pemerintah Tentang Tarif UMKM?
2. Bagaimana pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
3. Bagaimana pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem
perpajakan di Indonesia (self assesment system) ?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis :
1. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Terhadap
Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM.
2. Untuk mengetahui pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem
perpajakan di Indonesia.
E. Manfaat Penelitian
Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
9Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu
pengetahuan dan memberikan konstribusi pada pengembangan ilmu
ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan
ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat
bermanfaat dimasa depan.
b. Bagi Pihak Akademis
Hasil penelitian ini diaharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk
penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak
UMKM.
c. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru
dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam
memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib
pajak terutama wajib pajak UMKM, para penasehat atau konsultan
pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam







Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Ada beberapa defenisi pajak yang diungkapkan para ahli
dalam buku Salemba Empat  (2002:1) diantaranya:
Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets menyatakan bahwa:
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang
terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat
dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang
dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.”
Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan
bahwa:
“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.”
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Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. menyatakan
bahwa:
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung
dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.”
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:
1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat
surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur.
b. Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu :
1) Fungsi penerimaan (Budgetair)
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Dalam fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber
dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Contoh: Penerimaan yang berasal dari sektor pajak mencapai
71,4% dari keseluruhan penerimaan negara pada RAPBN
2001.
2) Fungsi Mengatur (Regulair)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan
ekonomi.
Contoh: Adanya lapisan tarif pajak peghasilan dimana tarif
yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak
yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud
mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang
dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya




a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak
dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban
langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh
Pajak Penghasilan.
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b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya
dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak
Pertambahan Nilai.
2) Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan
pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:
a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat
objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib
Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaaan
dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.
3) Menurut Pemungutan
a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan
Bangunan, dan Bea Materai.
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b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah.
Contoh: Pajak reklame, dan pajak hiburan.
2. Wajib Pajak
a. Pengertian Wajib Pajak
Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2
disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu:
“Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan
yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi
pembayaran pajak, pemungut pajak, pemotong pajak,
yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.”
Wajib Pajak  bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang
sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum
memiliki NPWP.
b. Kelompok Wajib Pajak
1) Berdasarkan subjeknya
Berdasarkan subjeknya, wajib pajak dibedakan
menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan
pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.
a) Wajib Pajak Orang Pribadi
1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai
Peghasilan Dari Usaha.
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2) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai
Penghasilan Pekerjaan Bebas.
3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai
Penghasilan Dari Pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan
a. Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD).
b. Badan milik Swasta (PT, CV, Koprasi, Lembaga
dan Yayasan).
3. Wajib Pajak Bendahara Sebagai Pemungut dan
Pemotong Pajak
a. Bendahara Pemerintah Pusat.
b. Bendahara Pemerintah Daerah.
2) Berdasarkan tempat terdaftarnya
Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak
terdiri dari:
a) Wajib Pajak Domisili atau Tunggal.
b) Wajib Pajak Pusat.
c) Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak Orag
Pribadi Tertentu.
c. Kewajiban Wajib Pajak
Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak:
1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Apabila orang pribadi sudah memiliki
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penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP.
2) Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong
dan melaporkan pajak yang terutang.
3) Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah pada saat
diminta oleh tim pemeriksa untuk menunjukkan atau
meminjamkan dokumen-dokumen pendukung. Wajib hadir
memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
4) Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga, termasuk
instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain
harus memberikan data yang diminta oleh Kantor
Pelayanan Pajak.
d. Hak Wajib Pajak
Berikut ini adalah hak-hak wajib pajak yang telah diatur
dalam undang-undang diantaranya:
1) Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran yang
dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak memiliki sisa
(kelebihan) pembayaran dapat di kembalikan atau
(direstitusikan).
2) Hak dalam pemeriksaan. Wajib pajak memiliki hak untuk
menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak meminta
tanda pengenal petugas pemeriksa. Hak penjelasan
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dilakukannya pemeriksaan. Hak hadir dalam pembahasan
hasil masalah pemeriksaan.
3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan
kembali atas hasil pemeriksaan.
4) Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-
lain.
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah
yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan
UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang
usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008.
Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
18
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha
Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa:
1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a) memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
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juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau
b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau
b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil
identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS
mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:
(1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri
kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan




a. Pengertian Pemahaman Perpajakan
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi
Arikunto (2009:119): “pemahaman (comprehension) adalah
bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga
(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan,
menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali,
dan memperkirakan”. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki
pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali
terhadap sesuatu objek yang dipahami. Pemahaman Perpajakan
adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik
dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau
menerapkan yang telah dipahaminya.
Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan
merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami
peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh
ketika memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).
Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan
(SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman
terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu
dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau
penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang
di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2)
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Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan
peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi
perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan
mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Scholes dan wolfson
(1992) dalam Sri (2014) ia mengemukakan bahwa tingkat
pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang-undang
perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pemahaman
tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka
kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga
rendah.
b. Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan
Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak
menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141), beberapa indikator wajib
pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:
1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009
yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang
pajak material. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan
keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum
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dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak
dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur
Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia.
Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self
asessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan
Nurlin ( 2010) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui
dan memahami kewajiban perpajakan, yaitu:
1) Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang
memiliki penghasilan wajib untuk mendaftar diri untuk
memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk
pengadministrasian pajak.
2) Pengetahuan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban
sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui
kewajibanya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan
melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
Semaki tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban
perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib
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Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan
kewajiban perpajakan mereka.
4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan
tarif pajak.
5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan melalui sosialisasi ke KPP.
6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan melalui training yang mereka ikuti.
5. Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM
Direktorat Jendral pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23
tahun 2018 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto 4.800.000.000
mengalami penurunan tarif  PPh final menjadi 0,5 % yang semula tarifnya
sebesar 1%. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu ini merupakan penggantian PP N0. 46 tahun 2013.
Perubahan tarif ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dan
ada beberapa poin penting yang diatur dan perlu diketahui oleh Wajib
Pajak, salah satunya adalah jangka waktu berlakunya tarif PPh Final.
Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak yag ingin
memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
a) Wajib Pajak orang pribadi jangka waktu berlakunya selama
7 tahun.
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b) Wajib Pajak bdan yang berbentuk koperasi, CV atau firma
jangka waktu berlakunya selama 4 tahun.
c) Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT jangka waktu
selama 3 tahun.
Setelah batasan waktu berakhir maka Wajib Paak akan kembali
menggunakan tarif pasal 17 UU No. 36 tentang pajak penghasilan dengan
terif normal dan tentu saja perhitungannya akan mengacu pada lapisan
penghasilan kena pajak. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak
menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.
Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang
memiliki peredara bruto tertentu yang telah mampu melakukan
pembukuan, dalam peraturan pemerintah ini Wajib Pajak dapat memillih
untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf
a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E undang-undang Pajak Penghasilan.
Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas
penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
maka dipandang perlu untuk mengganti peraturan pemerintah nomor 46
tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari uasaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tetentu dengan
peraturan pemerintah ini.
6. Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Analisis Pemahaman
Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif
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Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak merupakan orang pribadi
atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayaran pajak,
pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan
perpajakan.
Pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan,
membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan,
menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan
memperkirakan (Suharsimi Arikunto 2009:119).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak penghasilan
dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran
bruto 4.800.000.000 mengalami penurunan tarif  PPh final menjadi 0,5 % yang
semula tarifnya sebesar 1%. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini
merupakan penggantian PP N0. 46 tahun 2013.
Wajib Pajak dikatakan paham apabila mengetahui mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan dan tentang sistem perpajakan di Indonesia, ketika
sudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan tentang sistem
perpajakan di Indonesia maka Wajib Pajak juga memahami peraturan pemerintah
tentang tarif UMKM.
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Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan
Pemerintah Tentang Tarif UMKM.
B. Definisi Operasional
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-
undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-
undang pajak material. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme
aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata
cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak,
SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan
yang diterapkan di Indonesia adalah self asessment system yaitu pemungutan
pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
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Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah pemahaman
Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM
adalah untuk mencari tahu pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap
Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM yang dimulai dari cara melakukan
perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisisan SPT.
Dimana pemahaman dalam penelitian ini dilihat dari pengetahuan mengenai





Pemahaman Wajib Pajak pelaku
UMKM
a. Melakukan pembukuan/pencatatan.
b. Pajak memberikan kemanfaatan
bagi UMKM.
Peraturan Pemerintah pada tarif
UMKM
a. PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak
penghasilan.
b. PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak
penghasilan.
Pengetahuan Mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
a. Pengetahuan tentang mengisi SPT,
membuat laporan keuangan, dan
cara membayar pajak
b. Pengetahuan tentang menghitung
jumlah pajak yang ditanggung.
c. Pengetahuan tentang sanksi




a. Pegetahuan mengenai sistem
peyetoran.
b. Pengetahuan cara penyusunan
pelaporan pajak.
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C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan
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D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Wajib Pajak
UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat, tetapi hanya 15 Wajib




Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili
populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-
benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik
populasinya. Maka diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat
(Mudrajad Kuncoro, 2003: 107).
Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel
jenuh (sampling jenuh). Menurut Sugiyono ( 2015:85) mendefenisikan
sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi
relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh
adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka
sampel dari penelitian ini adalah 15 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di
Kecamatan Medan Barat.
E. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif yaitu prosedur penelitian yang meghasilkan data berupa kata-
kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu hal. Data-data




Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa
perantara. Data diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan.
Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan
menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara
(Moleong, 2010:175). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
Wajib Pajak pelaku UMKM.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder
adalah catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media
elektronik (Uma Sekaran, 2011).
F. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Moleong (2005:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau
strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.
Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang
sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap
baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
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Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Deddy,
2004: 180).
Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu
wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara
terstruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang
susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-
pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat
luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap
pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Deddy, 2004: 180-181).
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Wajib Pajak pelaku
UMKM.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data
pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti (Daddy, 2004: 195).
Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen
pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya.
Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk
dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk
melengkapi data-data lainnya.
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G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif
adalah  suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis
suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang
lebih luas.
Tahap-tahap analisis data tersebut adalah:
1. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan
Medan Barat.
2. Menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.
3. Menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang sistem perpajakan
di Indonesia.
4. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tantang tarif UMKM.
5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tantang tarif UMKM.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Objek
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan
data sekunder yang data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan
tertulis dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan
wawancara dan catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media
elektronik pada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah
UMKM di Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Desember sampai Maret 2019.
Kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara berjumlah 20
UMKM tetapi hanya 15 UMKM yang memiliki NPWP untuk memenuhi
sampel berdasarkan perhitungan dan semua kuesioner lisan dengan
menggunakan wawancara dapat digunakan. Penyebaran kuesioner lisan
dengan menggunakan wawancara dilakukan di daerah Jl. Mesjid Kelurahan
Kesawan, Jl. KL.Yos Sudarso, Jl. Budi Kemuliaan, Jl. Karya, Jl. Sekata, dan
Jl. Danau Singkarak. Pada saat wawancara terkadang pemilik UMKM tidak
berada di tempat usaha sehingga peneliti menunggu datang atau akan
mengambil data pada lain hari. Peneliti mengusahakan mewawancarai pihak
yang berwenang dan mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk
usahanya. Biasanya yang berwenang dalam urusan pajak adalah pemilik
UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar kuesioner lisan dengan
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menggunakan wawancara dapat maksimal dan hanya dijawab oleh orang yang
berwenang di UMKM tersebut.
Kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara yang dilakukan
yaitu 15 buah, 5 lagi tidak diisi karena tidak memiliki NPWP. Kuesioner lisan
tersebut dapat digunakan seluruhnya karena peneliti mengupayakan agar
pemilik UMKM menjawab wawancara dengan benar. Karakteristik responden
UMKM berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.1
Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha
No Jenis Usaha Jumlah Presentasi (%)
1. Jasa 0 0
2. Dagang 6 40
3. Industri Pengolahan 9 60
Jumlah 15 100
Sumber: Data Primer Diolah, 2019.
Berdasarkan tabel IV.1 di atas, keadaan umum responden berdasarkan
jenis usaha dalam penelitian ini adalah jenis usaha yang di bagi dalam usaha
jasa, dagang, dan industri pengolahan. Responden merupakan UMKM di
Kecamatan Medan Barat dengan dagang sebanyak 6 usaha atau 40% dan
industri pengolahan sebanyak 9 usaha atau 60%. Usaha jasa tidak ada yang
menjadi responden dikarenakan usaha di bidang jasa merupakan usaha yang
berhubungan dengan profesi. Usaha yang berhubungan dengan profesi dalam
pembayaran pajak tidak memakai PP No. 46 tahun 2013. Selain itu, dari data
yang diperoleh tidak terdapat usaha jasa.
2. Deskripsi Data Responden
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Pada pembahasan berikut disajikan deskripsi data yang telah diperoleh
dalam penelitian. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari
wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan
oleh peneliti. Kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara berjumlah 20
UMKM tetapi hanya 15 UMKM yang memiliki NPWP untuk memenuhi
sampel berdasarkan perhitungan dan semua kuesioner lisan dengan
menggunakan wawancara dapat digunakan.
a. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha
Pada bagian ini menyajikan informasi mengenai data keadaan
umum responden berdasarkan jenis usaha. Adapun besarnya
persentase berdasarkan jenis usaha disajikan pada diagram batang di
bawah ini:
Gambar IV. 4. Diagram Keadaaan Umum Responden
Berdasarkan Jenis Usaha
Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi jenis usaha
responden menunjukkan penjual aksesoris 0 responden (0%). Jenis
usaha dagang sebanyak 6 responden (40%). Jenis usaha paling banyak
adalah penjual kerajinan yaitu 9 responden (60%).
b. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
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Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan
umum responden berdasarkan jenis kelamin. Adapun besarnya
persentase antara responden laki-laki dan perempuan disajikan pada
diagram lingkaran berikut:
Gambar IV. 1. Diagram Keadaaan Umum Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum
menurut jenis kelamin menunjukkan 14 Wajib Pajak (93%) adalah
perempuan. Sedangkan laki-laki sebanyak 1 Wajib Pajak (7%) sebagai
responden dalam penelitian ini. Kesimpulannya mayoritas yang
menjadi responden yaitu perempuan.
c. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Umur
Data lain yang disajikan mengenai keadaan umum responden
adalah umur. Besarnya persentase berdasarkan kisaran umur
responden disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini :
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Gambar IV. 2. Diagram Keadaaan Umum Responden
Berdasarkan Umur
Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum
responden berdasarkan umur paling banyak dikisaran umur antara 41-
50 tahun yaitu berjumlah 8 responden (53%). Kisaran umur 51-60
tahun berjumlah 3 responden (20%), dan kisaran umur 31-40 tahun
berjumlah 2 responden (13%). Sedangkan untuk kisaran umur tertua
yaitu 61-70 tahun berjumlah 1 responden (7%), dan untuk kisaran
umur termuda yaitu 21-30 tahun berjumlah 1 responden (7%).
d. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Informasi yang disajikan mengenai data keadaan umum
responden berdasarkan tingkat pendidikan yang diperoleh dari
penelitian. Adapun besarnya persentase berdasarkan tingkat
pendidikan disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini:
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Gambar IV. 3. Diagram Keadaaan Umum Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum
menurut jenjang pendidikan menunjukkan 1 responden (7%) lulus SD,
lulus SMP sebanyak 2 responden (13%), lulus SMA/SMK sebanyak 9
responden (60%), lulus Diploma sebanyak 1 responden (2%), lulus S1
sebanyak 2 responden (13%) dan 0 responden (0%) tidak bersekolah.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden berlatar belakang pendidikan SMA/SMK. Mayoritas
responden setelah lulus SMA/ SMK tidak melanjutkan kuliah tetapi
meneruskan usaha sebagai penghasilan tambahan.
e. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Alasan Memilih
Berwirausaha
Bagian terakhir data keadaan umum responden menyajikan
tentang alasan memilih berwirausaha. Adapun besarnya persentase
berdasarkan alasan memilih berwirausaha disajikan pada diagram
lingkaran di bawah ini:
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Gambar IV. 6. Diagram Keadaaan Umum Responden
Berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha
Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi alasan memilih
berwirausaha responden menunjukkan sebanyak 8 responden (53%)
menjawab inisiatif sendiri dari awal, sebagai penghasilan tambahan
dari awal sebanyak 7 responden (47%), dan sebagai meneruskan usaha
orang tua sebanyak 0 responden (0%). Dari data di atas dapat
disimpulkan bahwa mayoritas alasan responden memilih untuk
berwirausaha adalah inisiatif sendiri.
3. Deskripsi Data
a. Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Terhadap Peraturan
Pemerintah Tentang Tarif UMKM
Berikut ini jawaban para responden mengenai pemahaman Wajib
Pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah pada tarif UMKM.
1) 3 responden menyatakan mengetahui bahwa pajak diatur dalam PP
No.46 tahun 2013, dan 12 responden mengatakan tidak
mengetahui.
42
2) 1 responden menyatakan tidak adil karena mereka tidak tahu
penghasilannya berapa di setiap bulan dan penghasilan yang tidak
menentu, 14 responden hanya menyatakan tidak tanpa memberi
alasan.
3) Semua responden tidak mengetahui bahwa pajak UMKM
mengalami perubahan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23
tahun 2018
4) Semua responden tidak mengetahui isi ketentuan PP No. 23 tahun
2018 dan juga tidak mengetahui dasar pengenaan 0,5% dari omset
untuk perhitungan pajak penghasilan.
b. Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
Berikut ini jawaban para responden mengenai pengetahuan Wajib
Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
1) 9 responden mengatakan mengetahui cara mengisi SPT yang benar
dan 6 responden mengatakan tidak mengetahui cara mengisi SPT
yang benar.
2) 7 responden mengatakan mengetahui cara membuat laporan
keuangan yang benar dan 8 responden mengatakan tidak
mengetahui cara membuat laporan keuangan.
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3) 5 responden mengetahui cara membayar pajak yang benar dan 10
responden mengatakan tidak mengetahui cara membayar pajak
yang benar.
4) Semua responden mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak.
5) 10 responden mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak
berguna menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi
perpajakan dan 5 responden tidak mengetahui bahawa Nomor
Pokok Wajib Pajak
6) 13 responden mengetahui bahwa dalam Undang-Undang
perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar
pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana
(penjara) dan 2 responden tidak mengetahui bahwa dalam Undang-
Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak
membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan
sanksi pidana (penjara).
c. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem
perpajakan di Indonesia (self assesment system)
Berikut ini jawaban para responden mengenai pengetahuan Wajib
Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (self
assesment system).
44
1) 1 responden mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang di
tanggung dan 14 responden tidak mengetahui cara menghitung
jumlah pajak yang di tanggung.
2) Semua responden tidak menggunakan jasa konsultan untuk
membantu penyusunan pelaporan pajak UMKM melainkan
langsung mendatangi kantor pajak atau melalui online secara
pribadi.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan
Pemerintah tentang tarif UMKM
Terdapat 3 responden menyatakan mengetahui bahwa pajak diatur
dala PP No.46 tahun 2013 dan 12 responden tidak mengetahuinya, menurut
ibu siti chadijah PP No.46 tahun 2013 tidak adil bagi UMKM karena mereka
tidak tahu penghasilannya berapa setiap bulan dan penghasilan yang tidak
menentu.
Hasil wawancara juga menujukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak
terhadap  PP No. 46 Tahun 2013 sangat rendah dan sebagian hanya
mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur
didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak
mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui
adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM.
Berdasarkan penelitian terkait dengan PP No. 46 Tahun 2018 yang
dilakukan Eunike dan Betri yang berjudul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi
Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim, beberapa wajib pajak
hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian
besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan
yang diatur didalamnya. Selain itu penelitian lain dari Agung Julianto yang
berjudul Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menyatakan bahwa
pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena tingkat
pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah berbeda. Dan
meskipun wajib pajak telah paham akan peraturan atau kebijakan pemerintah
atas perpajakan, kepatuhan wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh tarif
yang berlaku.
Dan penelitian lain terkait dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang
dilakukan oleh Yuyung Rizka Aneswari yang berjudul membongkar
Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif
pajak final bagi UMKM sepertinya masih belum memberikan insentif yang
menunjukkan posisi pemerintah yang Pro dengan pelaku UMKM. Hal yang
perlu dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan pajak adalah prinsip keadilan.
Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Hendri (2018) yang berjudul
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Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa
Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan
tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto
tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan
peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.
2. Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
Terdapat 15 responden yang memiliki NPWP dan memiliki izin usaha
tetapi 9 responden mengatakan mengetahui cara mengisi SPT yag benar dan 6
responden mengatakan tidak mengetahui cara megisi SPT yang benar. Selain
itu, 10 responden mengetahui bahwa NPWP berguna menjaga ketertiban
dalam pengawasan administasi dan 5 responden mengatakan tidak
mengetahui.
Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak
pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih
rendah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aperatur pajak
untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan
penelitian Hanung Widianto (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh
Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Melalukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama
Surakarta) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman
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mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat rendah,
merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan
Sheila (2016) yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak UKM menunjukkan
bahwa pengetahuan perpajakan (pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu
mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.
3. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan
di Indonesia (self assesment system)
Terdapat 1 responden yang mengetahui cara menghitung jumlah pajak
yang ditanggung dan 14 responden tidak mengetahuinya. Hasil wawancara
juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang
sistem perpajakan di Indonesia (self assesment system) sangat minim karena
Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan
melapor jumlah pajak yang ditanggung. Hal ini sejalan dengan teori Nurmantu
(2005 : 32) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak,
maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan
dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Teori lain yang dikemukan oleh (Rahayu,2010:16) menyatakan bahwa
pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut
sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu self assessment system
yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban
perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan
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sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan
dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib
pajak, hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness wajib pajak dan tax






Dari hasil penelitian tentang analisis pemahaman Wajib Pajak pelaku
UMKM tentang Peraturan Pemerintah pada tarif UMKM (studi kasus di
kecamatan Medan Barat) dapat disimpulkan bahwa:
1. Sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu
dan tidak paham mengenai PP NO. 46 Tahun 2013 dan sebagian hanya
mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur
didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak
mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui
adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM.
2. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan
tata cara perpajakan masih rendah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi
dari pihak aperatur pajak untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib
Pajak.
3. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di
Indonesia (self assesment system) sangat rendah karena Wajib Pajak tidak
mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah
pajak yang ditanggung.
B. Saran
1. Sebaiknya pemerintah melakukan tindakan pengenalan PP No.23 Tahun 2018
terlebih dahulu kepada semua wajib pajak sebelum diberlakukannya peraturan
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ini. Pengenalan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 melalui seminar ataupun
penjelasan singkat di kantor pajak atau kecamatan sangat dibutuhkan bagi
Wajib Pajak untuk memahami isi peraturan ini. Pengenalan dan penjelasan
melalui beberapa media massa pun dapat dilakukan sehingga masyarakat dapat
memahami dengan baik dan benar peraturan ini. Dan sebaiknya sebelum
mengeluarkan peraturan terbaru ada baiknya pemerintah melakukan observasi
terlebih dahulu kepada Wajib Pajak UMKM mengenai adilkah PP No. 46
Tahun 2013.
2. Perlunya sosialisasi, edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten
kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM di kecamatan Medan
Barat.
3. Agar Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP)
agar lebih masif dan terarah dalam melakukan sosialisasi peraturan tersebut.
Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di KPP, DJP lewat masing-
masing KPP juga dapat mengirimkan penjelasan dengan disertai contoh-
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